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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019 

Tentang  

Kelembagaan Badan  Pengawas Pemilihan Umum  

Pemohon    : Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 
ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); 
Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; 
Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 
ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat 
(2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 
32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; 
Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 
ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 
ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 
ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 
ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); 
Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); 
Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); 
Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); 
dan Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada terhadap Pasal 22E 
ayat (1); Pasal 22E ayat (5); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 

Amar Putusan       : Dalam Provisi: 
Menolak permohonan provisi para Pemohon; 
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Dalam Pokok Permohonan: 
1.   Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

seluruhnya; 
2.   Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam 

Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) 
huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 
22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; 
Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 
23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 
30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 
34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat 
(11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 
ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 
119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); 
Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; 
Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat 
(3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 
ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 
154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); 
Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”; 

3.   Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 
(tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu 
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4.   Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

5.   Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 29 Januari 2020 
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Ikhtisar Putusan     

   Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-
masing adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi 
Sumatera Barat (Pemohon I), Ketua Bawaslu Kota Makassar (Pemohon II), dan 
anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo (Pemohon III) yang merasa kedudukan para 
Pemohon sebagai penyelenggara pemilu yang diamanahkan untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi hilang dengan adanya ketentuan 
dalam ketentuan UU Pilkada. 

  Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para  
Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) 
huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; 
Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); 
Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 
ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; 
Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat 
(7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); 
Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 
141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); 
Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 
154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2) UU 
Pilkada, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 

   Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya  para 
Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya perbedaan tugas Bawaslu dalam 
penyelenggaraan Pilkada dalam UU Pilkada yang bersifat tambahan kemudian 
perbedaan nomenklatur kelembagaan Bawaslu khususnya terkait dengan Bawaslu 
Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota serta perbedaan jumlah keanggotaan 
lembaga pengawas pilkada dalam UU Pilkada dan UU Pemilu menyebabkan 
ketidakpastian hukum bagi para Pemohon untuk dapat menjalankan tugas 
pengawasannya dalam pelaksanaan Pilkada khususnya Pilkada tahun 2020. 
Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon telah 
menguraikan secara jelas kedudukannya masing-masing sebagai Ketua Bawaslu 
Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan anggota Bawaslu 
Kabupaten Ponorogo. Menurut para Pemohon, dengan berlakunya norma a quo UU 
Pilkada telah merugikan hak konstitusionalnya karena norma a quo tidak 
memberikan kepastian hukum ketika para Pemohon menjalankan tugas 
pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, 
para Pemohon juga menerangkan perihal anggapan kerugian konstitusionalnya 
berupa tidak adanya jaminan atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dengan 
demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon 
tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang 
yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, 
kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.   

   Terkait dengan permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya 
memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mempercepat proses penyelesaian 
perkara mengingat permohonan a quo terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala 
Daerah Tahun 2020, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak mungkin 
mengabulkannya dikarenakan proses pemeriksaan perkara a quo baru berakhir pada 
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tanggal 2 Desember 2019. Oleh karena itu, tidak relevan lagi untuk mengaitkan 
permohonan provisi para Pemohon dengan waktu penanda-tanganan Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana didalilkan. Dengan demikian,  
permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan 
pembedaan kelembagaan dalam UU 7/2017 dengan UU Pilkada adalah tidak sejalan 
dengan asas kepastian hukum dan tertib hukum yang mensyaratkan keadilan hukum 
dengan ditandai adanya pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama untuk 
kelembagaan yang sama walaupun penyelenggaraan pemilihan yang berbeda yaitu 
pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Begitupula ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur tentang jumlah 
keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 
orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena berpotensi 
menghilangkan hak konstitusional para Pemohon yang telah dilantik sebagai 
komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun Pasal 24 ayat 
(1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Bawaslu 
Provinsi untuk membentuk Panwas Kabupaten/Kota dan menetapkan komisioner 
Panwas Kabupaten/Kota menjadi tidak berlaku sebab dengan ditafsirkannya 
ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi 
sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana 
dimaksud dalam UU 7/2017. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

1.   Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU 7/2017, pengawas 
pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga ad hoc 
sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula 
menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu 
Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU 
7/2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan 
tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan 
dalam UU 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum 
keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. 
Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan 
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih 
anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, 
dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun 
melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Dengan demikian 
pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon dalam UU Pilkada yang mengatur  
sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi frasa “Badan 
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 adalah 
beralasan menurut hukum. 

2.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 a quo hendak 
menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan 
sebagaimana diatur dalam UU 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu 
Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. 
Dengan telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai 
“Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, konstitusional, maka 
mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU 7/2017 juga merupakan pilihan 
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yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan 
kepala daerah. Bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai 
sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksudkan dalam UU 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan 
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan 
inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum. 

3.   Bahwa dengan dipertimbangkan dan dinyatakannya oleh Mahkamah 
kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang 
proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh 
Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU 
Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus 
juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.  Mahkamah 
telah menyatakan bahwa  Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi 
Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan yang menentukan batas 
waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan 
persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh 
Bawaslu Provinsi, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus 
pula dinyatakan inkonstitusional.  

4.   Bahwa meskipun tidk didalilkan oleh para Pemohon, namun berdasarkan 
pertimbangan Mahkamah di atas, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU 
Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” 
adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”, 
tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” 
haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan 
UU 7/2017. Begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, karena 
alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan 
oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwaslu 
Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota” harus pula dinyatakan bahwa frasa 
“Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak 
berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma a quo. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah  permohonan 
para Pemohon beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 
Menolak permohonan provisi para Pemohon; 

Dalam Pokok Permohonan: 
1.   Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
2.   Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 

angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 
22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; 
Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 
30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat 
(5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 
110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 
134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 
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141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat 
(1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); 
Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”; 

3.   Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota 
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4.   Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

5.   Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


